WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR: 4% TAHUN 2014

TENTANG | S
TARIP BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG | a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 WALIKOTA SEMARANG,‘

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 ayat (3) Undang-
undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan.
Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib
menjamin tersedianys angkutan vmum untuk orang dan/atau
barang dalam wilayahnya.

b. bahwa pembebanan biaya cetak kartu s1stem e-ticketing pada
layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang dirasakan
memberatkan masyarakat pengguna maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarip
Bus Rupid Transit (F!RT) Trans Semarang perlu ditinjau .
kembali.

c. bahwa berdasarkan .pertlmbangan sebagaimana dimaksud =
diatas, maka perlu membentuk Pcraturan Walikota Semarang
tentang Tarip Bus Rapid Transit (BR'T) Trans Semarang,

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Lingkungan
Propinsi Jawa Imur, Jawa Tengah, Jawa Baral dah Dacrah
Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

3. Undang—undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republim Indonesia Nomor 4355),

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Ncgara (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400),




5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Rapublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undung-Undang Nomor 12
tahun 2008 tentang Perubahan kedua atus Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Tembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor
4844,

6. Undang —Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan ILembaran Negura Republik
Indonesia Nomor 5035);,

7, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tchun 1976 tentang
Perluasan Kolamadya Dacrah Tingkat 1l Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan diwilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah T'ngkat IT Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di  Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tuhun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);,

10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan peraluran Pemerintah Atas Peraturan
Pemerintuh Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan DBadan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (entang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lemburan Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonegsia Nomor 4578);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kota/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah,




14.Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor | Seri E, Tambahan
Lembaran Dacrah Kota Semarang Nomor 1) Sebagaimana
tclah diubah dengan peraturan Daerah kota Semarang Nomor
5 Tahun2013 tentang I'erubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Semarong Momor 11 Tahun 2006 tentung Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kota Semurunyg 1abun
2013 Nomor 5, Tambghan Lembaran Daerah Kota Semarang,
Nomor 83),

15 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kera Dinas Daerah Kota
Semarang (I.embaran Duaerah Kota Scmarang Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 22);

16.Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 28);

17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Standar Peluyunan Minimal Badan Layanan Umum Unit
Pelaksana Tcknis Dinas ‘Terminal Mangkang Kota Semarang
( Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 11),

18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Unit
Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang
sebagai Badan Tayanun Umum ( Berita Dacrah Kota
Semarang Tahun 2010 Nomor 12);

19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana
Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang (Berita
Dagerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 13),

20.Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 551.2/147
tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan UPLD Terminal
Mangkang Kota Scmarang Sebagai Pengelola BRT Trans
Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menotapkan ~ :  PFRATURAN WALIKOTA TENTANG TARIP BUS RAPID
TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG




BARI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dulam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Semarang

2. Pemerintah Duacrah adalah Walikota dan pcrangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4, Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang,

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kola Semarang,

6. Badan Layanan Umum yang selanjuinya disebut BLU adalah instansi yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kcgiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktifitas.

7. Bus Rapid Transit Trans Semarang adalah selanjuinya disebut BRT Trans
Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan yang didesain khusus
untuk melayani angkutan penumpang umum diwilayah Kota Semarang ‘

8. Shelter Transit adalah tempat naik turun dan ganti koridor pengguna BRT Trans
Semarang.

9. Sistem [-ticketing adalah system tarip yang menggunakan kartu elekronik.

10. Pelajar adalah anak sekolah yang meliputi Taman Kanak-kanak , Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah DPcrtama/sederajat, dan  Sekolah Menengah

Atas/sederajat.
BAB 1l
TARIP
Pusal 2
1) Tarip BRT Trans Semarang sebagai berikut :
a. Tarip Umum sebesar Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah),
b. Tarip Pelajar sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

2) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dun huruf b untuk sckali
Julan.

3) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan apabila
melakukan perpindahan koridor tidak dipungut lagi, sepanjang tidak keluar
dari Shelter Transit.

BAB Il
SISTEM E-TICKETING
Pasal 3

1) Dalam menggunakan BRT Trans Semarang penumpang dapat membayar
dengan mengunakan sistem E-ticketing;




2) Untuk mendapatkan Sistem e-ticketing dengan cara mendafitar pada tempat
pendaftaran dengan menyerahkan fotocopy identitas;

3) Tempat Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh
Kepala Dinas,

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

PPada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka peraturan walikota Nomor
40 Tahun 2013 tentang Tarip Bus Rapid Transit (BRT) Trans Scmarang Berita
daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 46 dicabut dan dinyatakan bduk
berlaku.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinys, memenniahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di : Semarang
Padatanggal : |4 Prbsupd 20 M
WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRTHADI

Diundangkan di Semurang
Pada tanggal |4 Ytowuam 2044
SEKRETARIS DAEAH KOTA SEMARANG

ADI'TRI HANANTO

‘ DIOR 4B .
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